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Menetapkan

o

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
86, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor
4055);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015
tentang Pernyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat
Tahun 2016 Nomor 4);

10. Peraturan Bupati Lahat Nomor 57 tahun 2016 tentang

Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas
Masing-Masing Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas
Perhubungan.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGARAAN ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Kabupaten adalah Kabupaten Lahat.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.

Bupati adalah Bupati Lahat.

Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lahat.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten

Lahat.

Analisis dampak lalu lintas yang selanjutnya disebut

Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai

dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan,

pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan
dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

7. Tim Evaluasi adalah tim yang bertugas menilai dan
mengevaluasi dokumen hasil Andalalin yang disampaikan
oleh pengembang atau pembangun.

8. Bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan adalah
jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata perhari atau
selama jam puncak, yang dibangkitan atau ditarik oleh
adanya rencana pembangunan pusat kegiatan pemukiman ,
dan infrastruktur.

9. Pengembang atau pembangun adalah orang badan hukum,
kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum
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(4) Kriteria rencana pembangunan stasiun pengisian bahan
bakar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
huruf f yang wajib dilakukan Andalalin dihitung
berdasarkan jumlah dispenser.

(5) Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g yang wajib dilakukan
Andalalin hitung berdasarkan jumlah kamar.

(6) Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i yang wajib
dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah tempat
duduk.

(7) Kriteria rencana pembangunan fasilitas olahraga (indoor dan
outdoor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
huruf j vyang wajib dilakukan Andalalin dihitung
berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.

(8) Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor
dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3) huruf k dan huruf 1 yang wajib dilakukan Andalalin
dihitung berdasarkan luas lahan.

Pasal 5

(1) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan
permukiman, rumah susun dan apartemen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dan huruf b yang
wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah
unit.

(2) Kriteria rencana pembangunan asrama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c¢ yang wajib
dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah kamar.

(3) Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d yang wajib dilakukan
Andalalin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

Pasal 6

(1) Rencana pembangunan infrastruktur akses kendaraan dari
jalan tol, pelabuhan, bandar udara, terminal, stasiun kereta
api, pool kendaraan, fasilitas parkir untuk umum, dan
infrastruktur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (5) huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f,
huruf g dan huruf k wajib dilakukan Andalalin.

(2) Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (flyover),
lintas bawah (underpass) dan/atau terowongan (tunnel)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf h,
huruf i dan huruf j wajib dilakukan Andalalin apabila jalan
layang (flyover), lintas bawah (underpass), dan/atau
terowongan ( tunnel) merupakan jalan akses ke jalan
eksisting.

(3) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang
(flyover), lintas bawah  (underpass) dan/atau terowongan
(tunnel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5)
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7 penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan :
9. penyediaan fasilitas bagi pejalan  kaki
berkemampuan khusus (disabilitas)

10, penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam
kawasan;

11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;

12. penyediaan fasilitas tempat menaikan dan
menurunkan penumpang untuk angkutan umum
di dalam kawasan; dan

13, penyediaan fasilitas penyeberangan;

1. rincian tanggung jawab pemerintah kabupaten dan
pengembang atau  pembangun dalam penanganan
dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam huruf h;

dan

s rencana pemantauan dan evaluasi memuat:
1. pemantauan oleh Pemerintah Kabupaten,
meliputi

a). pemantauan terhadap implementasi dari
rekomendasi penanganan dampak; dan

b). pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di
sekitar wilayah pembangunan atau
pengembangan termasuk akses masuk dan
keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan,
permukiman dan infrastruktur;

2. pemantauan oleh pengembang atau pembangun,
meliputi :

a). pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan
sirkulasi kendaraan di dalam lokasi pusat
kegiatan, permukiman dan infrastruktur;

b). pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan

¢). pemantauan terhadap rambu, marka dan
fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam
lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan
infrastruktur.

k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau
dikembangkan, meliputi:
1. kesatuan dengan rencana tata ruang wilayah

(RTRW);

2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan,
rencana pembangunan baru atau pengembangan;

3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan
angkutan jalan di sekitar lokasi rencana
pembangunan baru atau pengembangan;

4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana
pembangunan baru atau pengembangan;

5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan
yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan
baru atau pengembangan;

Bagian Keempat
Sertifikasi Tenaga Ahli
Pasal 11

Tenaga ahli lembaga konsultan Andalalin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib memiliki sertifikat
kompetensi penyusunan Andalalin,
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Pasal 15

(1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi
yang dibentuk oleh Bupati

(2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas unsur :
a. Dinas Perhubungan;.
b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lahat; dan
c. Kepolisian Resor Lahat.

(3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai tugas :
a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin; dan
b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam
hasil Andalalin.

(4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas :
a. Ketua;
b. Sekretariat;
c. Anggota; dan
d. Anggota Sekretariat.

(5) Ketua Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dari unsur Dinas Perhubungan dan merangkap
sebagai anggota.

(6) Jumlah anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c paling sedikit 7 (tujuh) orang.

(7) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Evaluasi dibebankan

pada  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten.

Pasal 16

(1) Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagiamana dimaksud dalam
Pasal 15 disampaikan kepada Bupati.

(2) Dalam hal penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin belum memenuhi
persyaratan, Bupati mengembalikan hasil analisis kepada
pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.

(3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana
dimaksud ayat (1) menyatakan hasil Andalalin telah
memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada
pengembang atau pembangun untuk membuat dan
menandatangani surat  pernyataan  kesanggupan

melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam
dokumen hasil Andalalin.

(4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum
dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisakan
dari Peraturan Bupati ini.

(5) Tim Evaluasi mengajukan usulan persetujuan hasil

Andalalin  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada
Bupati.
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BAB III
TINDAK LANJUT ANDALALIN
Pasal 17

(1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan semua
kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin
yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui
Kepala Dinas.

(3) Dokumen Andalalin berlaku selama 5 (lima) tahun dan
apabila dalam jangka waktu tersebut pengembang atau
pembangun belum menyelesaikan pembangunannya maka
dokumen Andalalin wajib dikaji ulang.

Pasal 18

(1) Pengembang atau pembangun yang tidak melakasanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa :

peringatan tertulis;

penghentian sementara pelayanan umum;

penghentian sementara kegiatan;

denda administratif;

pembatalan izin; dan / atau

pencabutan izin.

S0 Qe TP

Pasal 19

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak
3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga
puluh) hari kalender.

(2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak
melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu
peringatan tertulis  ketiga, dikenai sanksi administratif
berupa penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga
puluh) hari kalender.

(3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak
melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling
banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang
harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d.

(4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal
pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan
puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang
atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai
sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e dan huruf f.
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LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 265 TAHUN 2017
TENTANG

PENYELENGGARAAN  ANALISIS DAMPAK  LALU
LINTAS

KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No Jenis Rencana Pengembangan Ukuran Minimal
1 Pusat Kegiatan o o gy
A | kegiatan perdagangan L AR T
pusat perbelanjaan / ritail 500 m2 luas lantai
bangunan
B | kegiatan perkantoran 100 m2 luas lantai
bangunan
C | kegiatan industri dan pergudangan 2.500 m2 luas lantai
bangunan
D | fasilitas pendidikan
1) | sekolah / universitas 500 siswa
2) | lembaga kursus Bangunan dengan 50
siswa / waktu
E | fasilitas pelayanan umum
1) | rumah sakit tempat tidur
2) | klinik bersama 10 ruang pratek
dokter
3) | Bank 500 m2 luas lantai
bangunan
F | Stasiun pengisian bahan bakar umum 1 dispenser
G | Hotel 50 kamar
H | Gedung pertemuan 500 m2 luas lantai
bangunan
I | Restoran 100 tempat duduk
J | Fasilitas olahraga (indoor atau outdoor) | Kapasitas penonton
100 orang dan/ atau
luas 10.000 m?2
K | Bengkel kendaraaan bermotor 2.000 m2 luas lantai
bangunan
L | Pencucian mobil 2.000 m2 luas lantai
bangunan
2 Permukiman
A | Perumahan dan pemukiman
1) | Perumahan sederhana 150 unit
2) | Perumahan menengah atas 50 unit
B | Rumah susun dan apartemen
1) | Rumah susun sederhana 100 unit
2) | Apartemen 50 unit
C | Asrama 50 kamar
D | Ruko Luas lantai
keseluruhan 2.000
m?2
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAHAT

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU
LINTAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU

LINTAS
KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI
Nomor N, L e T 0 e X0 F e
Klasifikasi
Lampiran : Kepada
Perihal : Permohonan Yth. Bupati Lahat
Persetujuan
Andalalin

1. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pamerintah Nomor 32 Tahun
2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh
persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau
pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada

Bupati.

2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku
pengembang/pembangun  yaitu PT. ... (diisi nama
perusahaan pengembang/pembangun)............. (diisi nama objek yang akan
dikembangkan/ dibangun) yang terletak di jalan............. (diisi nama jalan
RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/) yang merupakan jalan
kabupaten.

3. Sehubungan dengan angka 1 dan 2 diatas dan untuk kelancaran investasi
bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan Andalalin
pengembangan/pembangunan........... (disi nama objek yang akan
dikembangkan /dibangun).

4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan dokumen
hasil Andalalin pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan
oleh M Een Sl tan I L e e (diisi nama perusahaan konsultan
Andalalin).

5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenaan
Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
Tandatangan dan
Stempel
Nama pemohon

Tembusan Yth:
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lahat.
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B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI
SURAT PERTNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

Jabatan

Alamat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama...... (nama pengembang atau
pembangun : pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta atau perorangan)............
bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak

Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor JOPRVIE OBty . > bulan
............ tahun..........20...., tentang kegiatan .............., dengan ini menyatakan
kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban,yaitu:

)[R R S P

e inash sanswnExRasans

e s o s SLLS

4. dsb

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan kesungguhan dan
dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila di kemudian hari tidak
mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

.................. Janggal..... .ol 0utee
Pengembang/pembangun
Tandatangan

Stempel perusahan/instansi
Materai Rp. 6.000,
(nama lengkap)
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